BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR  06  TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA 

KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL

Menimbang  
: a.  
bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan semangat swadaya dari masyarakat yang begitu tinggi, perlu adanya pedoman teknis Pelaksanaan Pemberian bantuan stimulan partisipasi masyarakat Kabupaten Bantul;



b.
bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimkasud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul serta untuk mencapai daya guna yang optimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Partisipasi Masyarakat Desa Kabupaten Bantul;

Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;



2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;


4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;


5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



6. 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 nomor 12, 13, 14, dan 15.



7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;


8.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


9.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan  Daerah Kabupaten Bantul;



10.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Panjang Kabupaten Bantul;



11.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul;


12.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2006; 


13.
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bantul Tahun 2006; 


14.
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2005 tentang Standarisasi Barang dan JAsa Kabupaten Bantul Tahun 2006;



15.Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bantul Tahun 2006;



16. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2006;
M E M U T U S K A N  :

Menetapkan 
: 
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA STIMULAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA KABUPATEN BANTUL.
BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

2. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

3. Badan Perencana Pembanguna  Daerah adalah Badan Perencana Pembanguna  Daerah Kabupaten BAntul yang selanjutnya disebut BAPPEDA;

4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul selanjutnya disebut DPU ;

5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disebut Kantor PMD.
BAB II

PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN
Pasal 1
Persiapan penyusunan rencana kegiatan dilaksanakan oleh kelompok/masyarakat dengan kegiatan yang bernilai strategis untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana umum, perekonomian, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Pasal 2
(1) Kelompok / masyarakat membentuk panitia sebagai penanggungjawab pada egiatan yang akan dilaksanakan.
(2) Panitia sebagaimana yang dimaksud ayat (1) membuat rencana kegiatan, menghimpun dana/material sebagai swadaya dari masyarakat dan membuat rencana anggaran/biaya yang dituangkan dalam proposal.

(3) Proposal / Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :

a. Proposal penanganan jalan, yang sasarannya untuk mendapatkan bantuan stimulan aspal dari Pemerintah Daerah;

b. Proposal penanganan prasarana umum lainnya, dengan sasaran untuk mendapatkan bantuan stimulan partisipasi masyarakat masyarakat desa dari Pemerintah Daerah;

c. Proposal penanganan sarana pendidikan ( pra sekolah, pendidikan dasar), sarana peribadatan dengan sasaran mendapakan bantuan stimulan partisipasi masyarakat desa dari Pemerintah Daerah;
d. Proposal/permohonan  dari masyarakat yang merupakan tugas pokok da fungsi instansi tertentu akan dikoordinasikan dan ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan;

e. Proposal untuk Kelompok Usaha Produktif yang diajukan masyarakat ( khusus untuk pengadaan sarana pendukung yang bersifat fisik) dengan sasaran untuk mendapatkan stimulan partisipasi masyarakat desa dari Pemda Kabupaten Bantul.
BAB III
MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL
Pasal 3
(1) Permohonan bantuan yang telah dibuat oleh Panitia bersama-sama Dukuh agar diketahui oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan yang bersangkutan
(2) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Bupati BAntul dengan tembusan dikirim kepada :

a. BAPPEDA;

b. DPU;

c. Kantor PMD;

d. Bagian Administrasi Pembangunan.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 4
(1) Bupati Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan aspal dan pemberian bantuan stimulan  partisipasi masyarakat desa.
(2) Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud ayat (1) Bupati dibantu oleh bagian Administrasi Pembangunan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Meneliti / mencermati setiap permohonan yang diajukan dan melaksanakan koordinasi bersama-sama instansi terkait untuk menentukan tindak lanjut dari proposal yang diterima;
b. Bersama istansi terkait, Kecamatan dan Desa, melaksanakan peninjauan kesiapan di lapangan atas permohonan yang diajukan;

c. Dari hasil pencermatan dilapangan dan kesiapan warga masyarakat, Bagian Administrasi Pembangunan mambuat telaah teknis kepada Bupati untuk menentukan bantuan yang akan diberikan;

d. Menyiapkan berbagai hal yang bersifat teknis administratif pada pencairan bantuan yang akan diberikan;

e. Dalam pelaksanaan koordiansi dan pencermatan dilapangan dapat dibentul Tim untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN
Pasal 5

Dalam pencairan bantuan  dibedakan  menjadi dua macam bantuan sesuai permohonan yang diajukan :

(1) Bantuan stimulan partisipasi masyarakat desa yang berupa uang, diambil di Bagian Administrasi Pembangunan oleh panitia yang bersangkutan dengan melengkapi  berkas-berkas yang telah ditentukan:

a. Berita Acara Penerimaan BAntuan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

b. Bukti kas pengeluaran dengan materai secukupnya.

(2) Bantuan berupa aspal diambil di Dinas Pekerjaan Umum dengan membawa rekomendasi asli yang dikeluarkan oleh Bupati dan surat pengantar dari Desa serta melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

a. Mengganti ongkos pengganti drum sebesar Rp. 6.000,00

b. Pengambilan aspal dari Dinas Pekerjaan Umum sampai lokasi menjadi tanggungjawab pemohon/panitia.

BAB VI

KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 6

(1) Jalan desa minimal lebar 3 (tiga) meter.

(2) Jalan-jalan yang mempunyai nilai strategis serta dapat meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan atau membuka daerah terisolasi.

Pasal 7
(1) Kegiatan-kegiatan fisik yang mempunyai nilai strategis serta dapat  meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

(2) Kegiatan-kegiatan fisik yang mendorong/ merangsang partisipasi dn swadaya masyarakat dalam pembangunan.

(3) Kegiatan-kegiatan fisik yang dapa meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, seni budaya, dan olah raga masyarakat.

(4) Kegiatan-kegiatan fisik sebagai pendukung sarana ekonomi produktif yang dapat meningaktkan kesejahteraan masyarakat.

(5) Kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat strategis dan perlu penanganan mendesak.

BAB VII

PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 8

(1) Panitia bersama-sama lembaga yang ada di Pedukuhan dibantu oleh masyarakat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan secara gotong-royong.
(2) Dalam pelaksanaan pemberian bantuan stimulan partisipasi masyarakat desa disesuaikan dengan anggaranyang tersedia pada tahun anggaran yang bersangkutan.

(3) Dalam pelaksanaan bantuan aspal agar diperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Dibawah bimbingan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum;

b. Apabila dianggap perlu dapat meminjam stoom walls Kepada DPU dengan prosedur yang ditetapkan;

c. Apabila dalam kurun waktu tiga bulan dari pengambilan aspal tersebut tidak dipergunakan dikarenakan ada berbagai hal, maka akan ditarik kembali ke Gudang Dinas Pekerjaan Umum;

d. Pemeliharaan selanjutnya atas hasil kegiatan, menjadi tanggungjawab warga masyarakat setempat.

BAB VIII
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 9

(1) Panitia pelaksanaan kegiatan paling lambat 2 ( dua ) bulan dari saat penerimaan bantuan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan, selanjutnya dikirim kepada Bupati Cq. Bagian Administrasi Pembangunan dengan tembusan :
a. BAPPEDA;

b. DPU;

c. Kantor PMD;

d. Kecamatan;
e. Desa;

f. Dinas/Instansi terkait.

(2) 
Laporan dimaksud ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Jumlah dana/aspal yang diterima;

b. Jumlah swadaya masyarakat yang dapat dihimpun yang berupa  uang, material, ganti rugi tanah/bangunan/tanaman, tenaga, konsumsi yang dinili dengan uang;

c. Hasil fisik pelaksanaan kegiatan;

d. Foto pelaksanaan kegiatan (0%, 50%, 100%);

e. Dampak/manfaat dari hasil kegiatan.

Pasal 10

Bagian Administrasi Pembangunan membuat rekapitulasi atas semua laporan kegiatan dari masyarakat dan disampaikan kepada Bupati.

BAB IX 

P E N U T U P

Pasal 11

(1) Dalam keadaan mendesak, Bupati dapat menentukan kebijakan khusus.
(2) Peraturan Bupati ini untuk pelaksanaan kegiatan Pemberian bantuan aspal dan bantuan stimulan partisipasi masyarakat desa pada BAgian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 1 maret 2006

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor      11 Tahun 2006

Tanggal 5 April  2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

  Drs. GENDUT SUDARTO KD, B.Sc., MMA

         ( Pembina Utama Muda, IV/c )

                  NIP. 490017858

